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GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBIERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBIEERNUR PAPUA BARAT,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal S avar (3). Pasal ©
ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 avat (5), Pasal 14 avatr (5.
dasal 17 ayat (3), Pasal 22 avat (8), Pasal 24 avat [3), Pasal 27
ayat (3), dan Peraturan Dacrah Provinst Papua Barat Nomor o
Tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan (Lembaran Dacriah
Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Daerah Provinst Papua Barat Nomor 52}, periu
mcnetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Air Permukaan,; ‘

1. Undang-Undang Normor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negaro
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 49, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 3262)
schagaimana (clah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentamng Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Unflang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Urnum
Nan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undane
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor
4999,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1907 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 1997 Nomor 3680) scbagaimana telah
beberapa  kali diubah  terakhir dengan Undang-Undang

]



6.

~

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987),

Undang-Undang Nomor 45  Tahun 190G tentang
Pembentukan Provinst Irian Jaya Tengah., Provins: Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten  Mimika.
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Un(lemngn(iemg
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi lrian Java DBarat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuar Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia Nomor
018/PUU-1/2003;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lL.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan L.embaran Negai’a Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 33 *Tahun 2004  1entang
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusar Dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 te¢ntang Pelavanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049):



Menetapkan

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);,

Peraturan Pemecrintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Ilak Dan  Pemenuhan Kewajpiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum  Dan Tata Cara Pemungutan  Pajak
Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 244, Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Dacrah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026).

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Air Permukaan (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2041 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 52).

MEMUTUSKAN: .
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR PERMUKAAN. . '
BAI 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

L.
2.

Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Dacrah scbagar unsur
penyclenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.
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10.

12.

13.

14.

Gubcernur adalah Gubernur Papua Barat.

Badan Pendapatan Dacrah yang sclanjutnva discbut BAPENDA adalah Badan
Pendapatan Dacrah Provinsi Papua 13arat.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Dacrah Provinsi Papua Barar.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
’apua Barat.

Pajak Dacrah yang sclanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
dacrah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan vang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan  tidak mendapatkan imbalan secor
langsung dan digunakan untuk keperluan  dacrah  bagi schesar-besarnva
kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. vang
meliputi perseroan terbatas, perscroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Dacrah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, ‘dana pensiun.
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisas  sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya terrnasuk
kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Air Permukaan yang seclanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas
pengambilan dan/atau pecmanfaatan air permukaan.

Air Permukaan adulah semua air yang terdapat pada permukaan tanah tidak
termasuk air laut, baik berada di laut maupun di darat serta air vang terdapat
pada lubang bekas tambang, danau buatan, waduk an o Taut vane sudah
diubah menjadi air tawar untuk dimanfaatkan,

Harga Dasar Air Permukaan selanjutnya disingkat HDAP adalah harga dasar
air yang ditentukan dalam rupiah oleh Pemerintah Daerah sebagaigdasar Nilaj
Perolehan Air vang disingkat dengan NPA scbagai dasar pengenaan PAP.

Wajib Pajak  PAP adalah orang pribadi dan/atau Badan vang mclakikan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. ‘ '
Bank Papua adalah bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Dacrah
Provinsi  Papua Barat untuk menerima  dan menyimpan/menampung
penyectoran PAP.

Nomor Pokok Wajibh Pajak Dacrah selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor
vang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) scbagai sarana dalam adminisirsi
perpajakan yang dipergunakan scbagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak Air Permukaan dan pajak lainya dalam melaksanakan hak dan
kewajiban Perpajakan Dacrah.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

23.

Formulir Pendaltaran  adalah  dokumen  lain vang dipersamakan  untuk
dipergunakan oleh Wajib Pajak dalam hal pendaftaran Objek dan Subjek Pajak
sebagai dasar penerbitan NPWPD,

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mclaporkan Objek dan Subjck Pajak
sebagai dasar pemungutan, perhitungan dan /atau pembavaran petjak.

Surat Sctoran Pajak Daerah sclanjutnya disingkat SSPD adalah buku
pcmbayaran atau penyetoran pajak vang tclah  dilakukan  dengan
menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara [4in ke kas Dacrah
melalu lempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Keletapan Pajak Dacrah sclanjutnya disingkat SKPD  adalah  sural
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah  pokok  pajak vang

terhutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adnunisteatift berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, sclanjutnya disingkat SKPPDLB
adalah surat ketclapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembavaran
pajak karena jumlah kredit pajak lchih besar dari pada pajak vang terhutang
atau scharusnya tidak terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil sclanjutnya disingkat SKPDN, adalah jika
jumlah pajak yang terhutang sama besarnva dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalgnder atau jangka waktu
lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menvetor
dan melaporkan pajak yang terhutang.

Pajak yang Terhutang adalah pajak yvang harus dibavar pada suatu saat.
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesual
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 11 .
NAMA DAN OBJEK PAJAK

FPasal 2

Dengan nama PAP dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan di daerah.



Pasal 3
(1)  Objek PAP meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
(2) Dikecualikan dari Objek PAP:
a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh insla s
pemerintah yang tidak bersifat komersil;
b.  pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepenting :n
pengairan pertanian dan perikanan rakvat;
Cc. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperii: in
dasar rumah tangga/perorangan; dan

d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepenting n
peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperit in
penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan «a .is

sumber air dan lingkungan.

Pasal 4

(1) Subjek PAP meliputi orang pribadi atau Badan vang dapat melakuk m -
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

(2) Wajib Pajak PAP adalah orang pribadi dan Badan vang melakul m
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

BA 11
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN PERPEITU NGAN
Pasal 5

(1) Pajak dikenakan atas volume pengambilan dan/atau pemanfaatan  ir
permukaan berdasarkan SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran i ¢
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Dasar pengenaan PAP adalah HDAP dan/atau NPA yang dinyaﬁ'a_kan dal: m
rupiah, yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau selur h

faktor meliputi:

jenis sumber air;

a.
b.  lokasi sumber air;

C tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan;
d

kualitas air;

e. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
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(3)

(4)

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambi an
dan/atau pemanfaatan air.

Daftar HDAP dan/atau NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercant.

dalam Lampiran [ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ¢ i

Peraturan Gubernur ini.

HDAP dan/atau NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditin au

kembali sesuai kebutuhan. .

Pasal 6

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7
Perhitungan besaran PAP sama dengan jumlah NPA dikalikan tarif 1%
(sepuluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan peruncang-undangan.
Volume air yang digunakan dikali HDAP merupakan jumlah NPA.

Cara perhitungan PAP disesuaikan dengan kondisi lapangan deng n
ketentuan sebagai berikut:
a. NPA (VA x HDAP) x T = PAP
Contoh : Objek PAP yang dapat diukur
1) VA adalah Volume pengambilan air permukaan (35.000 m¥/bulan).
2) HDAP adalah Harga Dasar Air Permukaan yang ditentukan ol h
Pemerintah Daerah dalam rupiah (Rp. 100,-).
-
3) T adalah Tarif PAP 10% (sepuluh persen).
4) Perhitungan PAP = (35.000 m® x Rp.100) x 10% = Rp. 350.000 -/
bulan.
b. NPA (HDAP x Ha) x T = PAP

Contoh : Perkebunan dan Pertanian ,

1) HDAP adalah nilai perolchan air (Rp. 35.000/ Ha).

2) Ha adalah luasan lahan yang memanfaatkan Air Permukaan (150
Ha).

3) T adalah Tarif PAP 10% (sepuluh persen). .

4)  Perhitungan PAP = (Rp. 35.000,- x 150 Ha)x 10% = Rp. 525.000, /

bulan.

!

c.  NPA (HDAP x Kwh/bulan) x T = PAP

Contoh : PLTA (Pormbanalol faatrik Tenapa Air)

"l



(2)

1) T adalah Tarif PAP 10% (sepuluh persen).
2)  HDAP adalah nilai perolehan air per Kwh, misalnya NPA Rp 100, -.

(seratus
3) Kwh adalah tenaga listrik yang dihasilkan oleh pemanfaatau ir

permukaan misalnya 10.000 Kwh/bulan.
4)  PAP = (Rp 100,- x 10.000 Kwh/bulan) x 0% = Rp. 100.000,( )/

bulan.

BAB IV
KETENTUAN PEMUNGUTAN
Pasal 8
Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di wilayah Pay a
Barat dari semua jenis air dikenakan PAP.
Kewenangan pemungutan PAP dilakukan oleh BAPENDA.

Pemungutan PAP melalui proses pendaftaran, penetapan dan pembayaran.

Kewajiban pembayaran PAP dimulai pada saat pengambilan dan/a:
pemanfaatan Air Permukaan oleh orang pribadi atau Badan.

Masa Pajak/Periode pengenaan pajak pada setiap 1 (satu) bulan kalen: er
terhitung mulai saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
Identifikasi objek PAP berdasarkan titik pengambilan dan/atau tem:at
penampungan air.

Jumlah total pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan i 1g
merupakan volume air menjadi dasar pengenaan nilai p&rolehan air,

BAB V
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN .

»

Pasal 9 v
Dalam rangka pemungutan PAP, BAPENDA dapat melakukan pendai «n
terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
pendataan Aktif, dengan cara inspeksi langsung oleh petugas BAPIIN 'A
kepada Wajib Pajak dan Objek Pajak.
b. .pendataan Pasif, dengan cara melakukan pendaftaran dengn
menggunakan Formulir Pendaftaran oleh Wajib Pajak atas pengambi an.
dan/atau pemanfaatan air permukaan.

a.



3)

Bentuk, isi dan ukuran Formulir Pendaftaran sebagaimana tercantum dal m

Lampiran Il.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratur .n

Gubernur ini.

Pasal 10

Pendaftaran dilakukan oleh Wajih ?Pajak PAP dengan mengisi Form 'ir

Pendaftaran dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh We ib

Pajak atau kuasanva.

Ketentuan pendaftaran bagi Wajib Pajak Perorangan scbagaimana dimalke 1d

pada ayat (1) dengan persyaratan terdiri dari:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Pengelola Air atau pengguna air seba :aj
Wajib Pajalk;

b. surat ketcrangan posisi lokasi penggunaan air (objek pajak); dan/atau

c. foto copy surat rekomendasi teknis dan/atau izin dari instansi tev) it
dalam rangka izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air permulk: in
dengan memperlihatkan aslinya.

Ketentuan pendaftaran bagi Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud p: la

ayat (1) dengan persyaratan terdiri dari:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus;

b. foto copy akta pendirian;

c. foto copy surat Surat [jin Usaha Perdagangan (SIUP); dan/atau

d. foto copy surat rekomendasi teknis dan atau izin dari instansi terl ait
dalam rangka izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah/dewatei ag
dengan memperlihatkan aslinya. *

Pendaftaran sah dengan diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak Dae ah

i1

(NPWPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c dan merupakdn bag
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. .

BAB VI
TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 11 .
Penetapan pajak oleh BAPENDA kepada Wajib Pajak.

Masa Pajak/Periode pengenaan pajak pada setiap 1 (satu) bulan kalender.

Besarnya volume air permukaan berdasarkan (M3 Kwh/Ha) sebagai ol ek

pajak berdasarkan SPTPD sebagai laporan realisasi pengambilan dan/a

-pemanfaatan air permukaan olch Wajib Pajak.
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(5)

(6)

(9)

(3)

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada:

a. laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Wa ib

Pajak;

data yang diperoleh dari alat ukur yang disediakan Wajib Pajak:
kapasitas/waktu operasional pompa pengambilan air permukaan; dan
laporan debit air pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

o Ao o

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah diterima U

Pelaksana Teknis/BAPENDA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penetapan PAP dengan menerbitkan SKPD sebagaimana tercantum dal: ¢
Lampiran II.c dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratiu
Gubernur ini, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak saat lapo -

diterima.

Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan pengambilan dan/atau pemanfaatan

permukaan lewat dari tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimalk:
pada ayat (5) maka penetapan pajak secara jabatan ditambah der

administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAPENDA dapat melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap lapo: :
realisasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air perrmukaan  deng ai

menggunakan metodologi yang ditetapkan.

Besar pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak den; :

NPA, atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

BAB VII .
TATA CARA PEMBAYARAN, SANKSI DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 12

Berdasarkan SKPD Wajib Pajak melakukan pembayaran pada Bank P;apua
rekening Kas Daerah pada Nomor Rekening 300.21. 10.()2.(,)10.209.‘_

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mel:
Anjungan Tunai Mandiri atau secara langsung pada Kantor Cabang, Kar: ¢
Pembantu Bank Papua dan/atau Kantor Pembantu Bank Papua yang ada
Unit Pelaksana Teknis BAPENDA setempat dengan memberikan “SSPD a-

bukti pengganti lainnya.

Bukti pembayaran sc¢bagaimana dimalgsud pada ayat (2} dapat diki
langsung ke BAPENDA atau Unit Pelaksana Teknis setempat dan/atau meir

Pos dan Media Elektronik lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

10
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(6)

Pembayaran dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak S
dikirim dan/atau diterima Wajib Pajak.

Pasal 13

Keterlambatan pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dal -

Pasal 12 dikenakan denda 2% (dua persen) per bulan dari pokok PAP <«
terhutang.

Pemberian sanksi keterlambatan berupa denda 2% (dua persen) per bhu .
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) bulan se. .

pajak terhutang atau sebesar 30% (tiga puluh persen).
Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
dilakukan bersamaan dengan pokok pajaknya sebagaimana diatur dal
Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

—

Pasal 14

Penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak lalai melakukan pembaya
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12.

Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilak:!
pada periode keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2).

Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh:

a. adanya keberatan Wajib Pajak membayar pokok pajak dan/atau do
yang ditetapkan berdasarkan laporan Wajib Pajak;

b. adanya keberatan Wajib Pajak membayar pokok pajak dan/atau der
yang ditetapkan berdasarkan penetapan jabatan dalam hal mana W: i

Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran pajak tersebut;
adanya permintaan pengurangan pokok pajak dan /atau denda;

d. adanya permohonan angsuran pembayaran pokok dan/atau denda; da;
tidak ada tindak lanjut dari Wajib Pajak atas pelaksanaan s
ketetapan pajak.

Wajib Pajak dapat menyampaikan surat permohonan keberatan, pengurarg
pokok pajak dan angsuran pembayaran scbagaimana dimaksud pada ayat
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d kepada Gubernur.

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD sebagai ting
lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

11
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a. Keputusan Gubernur ten tang pengurangan pokok dan/atau denda; das
b. Keputusan Gubernur tentang skema angsuran yang dimaksud.

(7) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Peringa :n
apabila Wajib Pajak lalai menindak lanjuti STPD sebagaimana dimaksud pe la
ayat (5).

BAB VIII
KEBERATAN

Pasal 15

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) hu af
a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d dilakukan oleh Wajib Pajak dengan ¢ -a
mengajukan keberatan melalui surat permohonan keberatan yang dituju! n

kepada Gubernur cq Kepala Badan.

(2) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembaya: n
50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang terhutang.

(3) Surat permochonan keberatan digjukan secara tertulis dengan menggunat n
bahasa Indonesia disertai alasan yang jclas paling lama 3 (tiga) bulan sc .k
pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tanda penerimaan surat keberatan ditandai bukti tanda terima pada tany al
penerimaan berstempel cap Unit Pelaksana Teknis dan tanda tangan Kep. ia
Unit Pelaksana Teknis BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk di wilayah v: g

bersangkutan.

(5) Gubernur dan/atau Kepala Badan harus memberi keputusan keberatan pal 1g
lama 12 (dua belas) bulan.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah {ev 1t
dan Gubernur dan/atau Kepala Badan tidak memberikan keputus. 1,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUS;,
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

”

Pasal 16

(1) Gubernur atau Kepala Badan dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDI 3,
SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB. ‘

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan o' h
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan peneray n
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan tentang Pa’ .k

Daerah.
12
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(3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebabkan ole
koreksi/permohonan Wajib Pajak.

(4) Pembetulan lainnya sebagai tindak lanjut dalam hal sebagaimana diat
dalam Pasal 14 ayat (5).

(5) Pembetulan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka 1
atas pertimbangan Kepala Badan.

(6) Pelaksanaan terhadap penerbitan SKPDLDB dilakukan sctelah melewati masa
tahun anggaran periode penerbitan SKPDLB tersebut sebagaimana dimaksu 1

pada ayat (1).

sy - Sl Y it min QATZTINT 1Y by vm temn A an Al e
l/) rroses pcla&swliﬂdl] (@I AVWENW S P ] D(»U(ls(lllll(,lll(’: JA:AAU.A\\)\.A\A !J\)(A

setelah tersedia dalam APBD Provinsi tahun berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratursn
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Oktober 2017

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

DOMINGGUS MANDALCAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 3 Qktober 2017

SERRETARIS DAERAI PROVINS

CAP/TTD

NATANIEL ID. MANDACAN
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan Asliyya .
SEKRETARI$ DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

el -
1 7 U1t ernerleerd ’wk___._-

Drs. NATANIEL DD. MANDACAN, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19621111 198903 1 029
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LAMPIRAN 1 PERATURAN GUUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2017

NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)

PERUNTUKAN ( o N
0 OBJEK / VOLUME PAP HDAT KETERANGAN
. SEKTOR INDUSTRI, PERTAMBANGAN
DAN ENERGI
L ,Umum 3 Rp. 500.-/M? Pabrik, Industri Air Minum, Industri yan;
;' i/(()io—ollo-—olo(;)ohg()() M’ R[:. 1325,:/M7‘ menggunakan bahan baku air, termasuk
c. 106 ool 50&) 000 M’ R:) %50:_ M pendingin mesin dan pencucian. !
d. 500.001 - 1.000.000 M? Rp. 575,-/M° |
c. Lebih dari 1.000.000 M* JoRp.600M* N ]
2. Pembangkit Listrik PT. PLN & Non PLN o, Bkif;_fislﬁ:fp°’8"’jak““ schagai 1 iaga |
a. PLTA . Rp. 100/Kwh b.PLTU, Air yang ditampung dalam suatu \ adah
b. PLTU (uap air) Rp. 200/Kwh untuk menghasilkan Uap
3. PERUSAHAAN AIR MINUM/PDAM
a. s/d-10.000 M? Rp. 100,-/ M*
b. 10.001 —100.000 M’ Rp. 115,-/ M?
c.  100.001 - 500.000 M’ Rp. 125,-/ M3
d. 500.001 -- 1.000.000 M3 Rp. 135.- / M o
e. Lebih dari 1.000.000 M? Rp. 145,/ M* e o
4. PERTAMINA DAN KONTRAKTOR '
a. s/d—10.000 M? Rp. 100,- / M?
b. 10.001 —100.000 M Rp. 115,-/ M?
c. 100.001 --500.000 M® Rp. 125,-/ M? |
d. 500.001 - 1.000.000 M® Rp. 135,-/ M* f
e. _Lebih dari 1.000.000 M’ L Rpolas- MY |
.. | SEKTOR PERDAGANGAN DAN SEKTOR ]
JASA }
a. s/d—50 M3 Rp. 100,/ M3 Pertokoan, lembaga keuangan, hotcl, rur wah
b. 51-100 M° Rp. 110,/ M3 makan,eksportir, pengisian kolam,
c. 101-1.000 M? ] Rp. 120,/ M3 pencucian, perkantoran dan usaha yan .
d. 1.001-1.500 M Rp. 130,-/ M? bersifat komersil lainnya. J
e. 1.501-2.000 M? Rp. 140,/ M3 {
a. Lebih dari 2.000 M3 Rp. 150,/ M3 ,{

> | SEKTOR PERTANIAN
1. PERKEBUNAN: Perkebunan yamg dikelolah oleb perusahaan lan

a. Kelapa Sawit Rp. 25.000,-/ Ha koperasi
b. Tanaman Perkebunan Lainya . Rp. 100.000,-/Ha !

2. PERIKANAN yang Dikomersilkan
a. Perusahaan

Rp. 500.000,-/Ha

b._PemerintahdanKoperasi _ | Rp.350000 A | .
1. PERTANIAN dan Holtikulturs Rp. 25.000,-/1 In Pertanian yang dikelolah olch perusahaun ¢ .an
. koperasi o
). | SEKTOR LAIN, SELAIN HURUF A s/d C v
a. s/d -10.000 M3 Rp. 500,-/M* Scktor yang belum tercantum dalam lamyg iran
b. 10.001 - 50.000 M? Rp. 550,-/M? ini discsuaikan dengan sifat pekerjaanya lan |
c.  50.001 - 100.000 M? Rp. 600,-/M* ukuranya. ‘ i
d. 100.001 - 500.000 M3 Rp. 650,-M"*
e. 500.001- 1.000.000 M* Rp. 700,-M* ‘
a., Lebih Dari 1.000.000 M* _ Rp.750,-M% |

GUBERNUR.PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19621111 1989 03 1 029 15



NOMOR {3 TAHUN 2017
Contoh Formulir Pendaftaran Pajak Untuk Badan

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT Nomor Formulir
N IR N

JL.Brigiend Marinir Abaraharn Q. Atururi, Manokwarl L o L
FORMULIR PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK BADAN

Kepada YUi:

di
Manokwari
SHRi e e e e e - -
1. Harap diisi dalam rangkap dun (2) ditulis dengan huruf CETAK,
2. Beritanda ¥ pada kota yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

3. Sectelah Formulir Pendalataran ini diisi dan ditandn tangani,
harap diserahkan kembali kepada

T

Badan Pendapatan Daerah - .
1. Nama Badan / Merk Usaha
2. Alamat*
- Jalan/ No ,
- RT/RW/RK ?
Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten/Kotamdyn ,
- Nomor Telepon ;
- Kode Pos I
3. Surat Izin yaog Dimiliki** -
- Surat izin tempat Usaha
- Suratlzin ...l NO Tanggal, .......c..cooviiin 20
- Surat Izin NO Tanggal, ....cccoovveiiiinnl 20.....
- Surat Izin o o No Tanggal, ........ e 20..... o
4. Bidang Usaha : ] Pengambilan Air Permukasn ]
¢ [] Pemanfaatan Air Permukaan \
TKETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA 77 s e i
5. Alamat tempat tinggal *** o i }
- Jalan/ No |
- RT/RW/RK !
- Kelurahan i
- Kecamatan :
- Kabupatcn / Kotamdyn i
- Nomor Telepon |
- Kode Pos f
I
o 200
.
DIISTOLEH PETUGAS PENERIMA " "DISI OLEH PETUGAS DENCATAT DATA *‘*""'J
Diterima tanggal : ...... ST 20.. [ - ] ’NIWF‘M 1_@;.[5_.;;_&:@1_("}_.;” :"r“ T
' i
‘ f
s N o !
Nip . \
p . e Nip : !
*) hatap monyerfakan Fofo copy fdontdas Badan T -— - - 4
* harap menyertakan Mto copy Surmt (2in
) harap fro cnpy Poentic
e e e ———— e e 8 2 = et e e b o .....gunllng L8 T 71 3 Y S
inan sesuai deng ya GUBERNUR PAPUA BARAT,

S DAERAH PROVIIYSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS -
Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si iGUS MANDACAN
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19621111 1989 03 1 029 16



Contoh Formulir Pendaftaran Pajak Pribacli

NOMOR 13 TAHUN 2017

o

‘| PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
' BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL.Brigiend Marinir Abaroham O. Atururi, Manokwari

Nomor Formulir

| LLTLIT]

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK PRIBADI

Kepada Yth:

............................

Di
Manokwari !
S ERAATIAN T - SO e S A._..___.,.._.____ﬁ._.__._._.“,j
1. Harap dusi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan hueuf CETAK. :
2.  Beri tanda Y pada kutakf__,]yang tersedia untuk jawnban yang diberikan.
3. Setclah Formulir Pendafatoran ini diiai dan ditanda tangani,
harap diserahkan kembali kepada
Badan Pendapataa Dacruh )

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Lengkap
Kewarga Negarann
3. Alamat tempat tinggal
- Jalan/ No
- RT/RW/RK
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten / Kotamdya
- Nomor Telepon
- Kode Pos

Tanda Bukti Diri

4.

5. Nomor dan Tanggal Bukti Diri
(Foto Copy Dilampirkan)

6. Nomor dan Kartu Keluargn
(Foto Copy Dilainpirkan)

7. Pekerjaan/Usahn

8. Nama lustansi tempat pckerjaan
atau Usaha

9. Alamat Instansi tempat pekerjaan

atau Usaha

— — —_

>
£
Z

—_— 1

DISI OLEH PETU(}A.\} PENERIMA

Diterima tanggal : ......,........

T

DISE OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
l ) l Nl-'\k'P/\l'y:gﬁx_Eg diberikan -

]

an sesuai dengan
"KRETARI$ DAERAH PROVIN

Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19621111 1989 03 1 029

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



NOMOR 13 TAHUN 2017
ot G@ontoh : N.P.W.P.D) {nomor pokok Wajib Pajak Daerah)

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL.Brigjend Marinir Abraham O. Atururi, Manokwari

S

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

No.Reg : .cocvvtiimniiniiiciiininns !

|
Nama/Perusahaan T e eeeretaeaeenteresseanetenatennsettrennniaetaenraneeteanenns
N | K/Akte D et ee e eeeeswaetettr s iesatattan e iate bt aan it tenennes
Alamat S et eeetentetaeaseiaresseaneenetttaebeeinatanaeantaraaannraras

................................................................

NPWPD L e eerrereeetaeeir et aa e eara s aneraas

Manokwari, 2017
a.n GUBERNUR PAPUA BARAT
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAL],

CHARLLS 1. P HUTAURUK, SE, MM
NIP : 19630225 198302 1 001

Perhatian :
1. Kartu ini harap disimpan baik — baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Papua Baral.

2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah.
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan dini ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Barat U .
inan sesuai dengan agkhya
SEKRETARJS DAERAH PROVINSYPAHUA BARAT, GUBERNUR PAPUA BARAT,
<
CAP/TTD
Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si DOMINGGUS MANDACAN
PEMBINA UTAMA MADYA .

NIP. 19621111 1989 03 1 029



' NOMOUK 13 TAHUN 2017/
' .C¥ntph Farm Surat Pemberitahuan Pajuk Daerah (SPTPD] e,

) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT No. SPTPD ..l |
- BADAN PENDAPATAN DAERAH Masa Pajak ... |
JL.Brigjend Manmr Abarsham O Atunuri, Manokwari Tahun Pajak ;............. S R TITTITC T o |

"SURAT PEMBERITARUAN PAJAK DAERAH
WAJIB PAJAK

N.P.W.P.A. P Kepada Yth:
[ I O

di

Manokwari

BERHATIAN
1. Harap diisi dalwu mngkap dua (2) ditulis dengan huruf CLTAK |

2. Beri nomor pada kotuk yang tersedit untuk jewaban ynog dibesikan.
3. Sctelnh diisi dan ditnn angani, barup diserahkan kembali kepada Badan Pendapatun Duerah Provinm Papua Bacat paling lumbat tanggal 10 bulan ! crikutnva,
4

Keterlambatan peayershan dari tanggal teracbut diatas akan dilakukan penetupan Secwn Jabatan untuk WP yang berdasarknn Official Assestne:  dan Denda
untuk WP yang berdasarkuan Self Assesment.

A. DNSI OLEH WAJIB PAJAK TR

Jenis Sumber Air : Air Permukaan
2. Lokasi Sumber Air e ettt ae e e O

: a. Sektor Industri, Pertambangan dnn fin

-

3. Peruntukan

Umum
Pembangkit Listrik : PLTA
PLTU

- PDAM

Pertamina dan Kontraktornya
b. Sektor Perdagangan dan Scktor Jasa D |

. Sektor Pertanian

Perkebunan = |
Perikanan D I
Prrtanian .
. . |
d. Sektor lain, selain hunifa s/d ¢ D
4. Volume Pengambilun dan/atan Pemanfaatan Air ... ... M3/KWH/Ha
Permukaan. .
5. Masa Pengnmbilan dan/atan Pemaofaatan  Air PTRE sfdtgl, 20
Permukaan

{Lampiran rincian _]ll"llllh p( ugumbn]an dnn lmp rmp lokasi sumber air)

o T TTPERNYATAAN

Dengan menyadari sepenihnyn akan “segnln aldbat termmasuk sanksi — sanksi sesuai drnpan ketentunn penindang - unda ;gml yang
berlaku , saya atau saya diberi knasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta | wpiran -

lampiranya adalah benar, lengkap dan jeias.

 namajelas
¢ DIIST OLEN PETUGAS PENERIMA

Tata cara perhitungan dan penctapan yang dikchendaki
D 1. ‘Official Asscsment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Bapenda) .
2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak scodird) ‘

Diterima Tanggal :
Nama Pectugas

o= BN AESII = == e e e

GUBERNUR PAPUA BARAT,

EKRETARIS DAERAH PROVINSI P. 'UA BRARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19621111 1989 03 1 029
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NOMOR 13 TAHUN 2017

Y "Cottok’ Form Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
C PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT No. SKPD  :.o....... TR
. BADAN PENDAPATAN DAERAH Masa Pajok  fiocooooveiioeneiiens
JL Brigiend Marinir Abaraham O. Aturun, Manokwan Tahun Pa jﬂk T

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
WAJIB PAJAK

N.P.W.P.A. P Kepada Yth:

OO 1113

- Manokwari

PERHATIAN
1 Harap diisi dalam rangkap dua (2} ditutis dengan hwuf CKTAK.
2. Beri nomer parda kotak [7] yang termedin tintuk jawaban yang diberikan.
3 Setelah diisi dan dita: tapngani, harap disetnhkan kambali kepada Madan Pendapatan Daermh Provinsi Papusa Harat pabng lamhat tanggal 10
bulan berikutnys. )
4, Keterlambatan penyerahun darl tanggal terscbut diatas akan dilakukan penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesient

dan Denda untuk WP yang berdasarkan Sell Assesment.
T T T p. st OLEH WAJIB PAJAK 7 o o
1. Jenis Sumber Air  Air Permukaan

2. Lokasi Sumber Air

3. Volume Pengambilun dap ataun Pemanfoatan
Air Permukaan e M3/ KWH/Ha
{Lampiran rincian jumlah peogambilan dari tiap-tiap lokasi sumber air)
. £. DUSI OLEH OFFICIAL ASSESMENT o L
1. Jumlal: Nilai Perolehan dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya {akumulasi dari awal Masa Pajak

dalam Tahun Pajak Tertentu):

r. MasaPajak CTEL e s/dTgl....oooooovi
b. Dasar Pengenaan (nilai Perolehan) CTRLL e e, s/d Tl
c. Tarif Pajak erea Yo

d. Pajak Terutang (b xc) CRP. e

2. Jumlah Nilai Pecolchan dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sckarang (alapiran foto copy dokumen):

a. Masa Pajak CTEL s/ Tl

b. Dasar Pengenaan (nilai Perolchan) I "1 RO e s/dTgloo

c. Tarif Pajak PRI %

d. Pajak Terutang (bx¢) CRP. s o
. DUSHOLIH OFFICIAL ASSESMENT

a, Masa Pajak Sl s A T

b. Dasar Pengenaan (nilai Perolehan) VOO o

e G_ CBERNVATAAN T
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibal termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentun perindang -
undangan yang berlaku , saya atan saya beri kuasa menyatakan bahwi upa yang tclah kamg beritathiukan tersebut diatas
beserta lampiran - lampiranyn ndalah benar, lengkap dan jelas.

Waijib Pajek

» nama jelas o
H. DIUSI OLEH PETUGAS PENERIMA

Tata cara perhitiingan dan penctapan yang dikchendaki
1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Bapenda)
2,  Self Assesment (menghitung dan menctapkan pajak sendiri)

Diterima Tanggal :
Nama Petugas
NIP : . [ ) ’ -

e m o e e LUOHNE diSINT- - o= m e o e e e e
Salinan sesuai dengan ask GUBERNUR PAPUA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH PROVINS BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19621111 1989 03 1 029 20




